
Pilkada 2018 telah dilaksanakan di 171 daerah. Isu kesehatan merupakan salah satu isu yang 

menarik untuk dilihat dalam konteks Pilkada 2018. TII melaksanakan kajian kebijakan 

(Februari-Juni 2018) tentang Pilkada Serentak 2018 dengan mengambil 7 provinsi sebagai 

lokasi kajian, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi 

Selatan, NTB, dan Maluku. Hasil kajian dari penelusuran visi-misi dan program kerja 

kandidat, serta media monitoring yang dilaksanakan Februari-Juni 2018 dari 5 media online 

nasional menemukan bahwa isu kesehatan yang diangkat para kandidat masih sangat umum 

dan populis. Tercatat hanya 8.47 persen dari 118 pemberitaan kampanye yang mencantumkan 

isu kesehatan dalam program kerja masing-masing kandidat. 

Tiga besar isu kesehatan yang diangkat oleh para kandidat di Pilkada 2018 adalah terkait 

fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, dan SDM kesehatan. Tiga isu tersebut juga merupakan 

isu utama yang muncul dalam Pilkada 2017. Isu populis masih memiliki nilai jual sebagai 

bahan kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa 

secara umum kandidat masih terjebak pada isu kesehatan populis yang bertentangan dengan 

kebijakan nasional, seperti kebijakan kesehatan gratis. Program seperti ini akan sulit untuk 

direalisasikan karena melanggar UU No. 23 Pasal 67 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

UU tersebut menyatakan bahwa pemda berkewajiban melaksanakan program strategis 

nasional, termasuk integrasi jaminan kesehatan daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

maksimal tahun 2019. Terkait kesesuaian program kerja kandidat terhadap masalah daerah, 

dari 22 kandidat hanya 1 kandidat yaitu Djarot-Sihar (Sumatera Utara) yang memiliki program 

kerja hampir sesuai dengan masalah kesehatan di Sumatera Utara. Dalam kenyataannya, 

program kerja yang relevan dengan masalah lokal tidak menjamin kemenangan kandidat. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa isu kesehatan masih belum menjadi pertimbangan bagi 

pemilih, sehingga pendidikan politik sangat diperlukan untuk membentuk pemilih-pemilih 

yang lebih cerdas. 

Selain itu, kandidat harus menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, tidak bertentangan dengan kebijakan nasional, dan dapat dilaksanakan. Lebih 

jauh, terkait Pilpres dan Pileg 2019, hasil kajian ini merekomendasikan tiga isu kesehatan 

yang patut diprioritaskan. Ketiga isu tersebut adalah: jaminan kesehatan, pemerataan akses 

tenaga kesehatan, serta kesehatan ibu dan anak terutama dalam hal penanganan 

kegawatdaruratan. 

umi@theindonesianinstitute.com 

www.theindonesianinstitute.com 

I S U  K E S E H A T A N  D I  P I L K A D A  2 0 1 8

# T I F

Umi Lutfiah, Endah Setyaningsih


